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Abstrak

Kosmetik merupakan produk, berbahan dasar alami maupun kimia yang diolah dan digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Perkembangan industri kosmetik di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, hal ini yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang terkait izin edar yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peredaran kosmetik yang tidak disertai izin edar akan melalui proses  peradilan dengan putusan hakim. Namun demikian  putusan hakim seringkali tidak sesuai dengan nilai keadilan bagi masyarakat, sebagaimana Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ 2019/ Pn. Trg tentang peredaran kosmestik tanpa ijin edar. Permasalahan yang diangkat penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim pada kasus yang dilakukan oleh Fitria Dian Sari dan apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan nilai keadilan bagi masyarakat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus serta menggunakan analisis preskriptif. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan hakim berdasarkan Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ 2019/ Pn.Trg dinilai terlalu ringan yakni hanya pidana penjara 1 bulan 14 hari dan denda Rp 3.000.000,00. Dianggap terlalu ringan karena terdakwa disamping mengedarkan juga  memproduksi kosmetik tanpa izin edar, dan sudah menikmati hasil dari perbuatannya. Perilaku terdakwa ini meresahkan dan mengancam keamanan masyarakat. Sanksi pidana yang ringan tersebut dinilai kurang adil bagi masyarakat khususnya  bagi korban. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat berkaitan dengan dampak kosmestik tanpa izin edar tersebut. Adanya hukuman yang memadai diharapkan memberi efek jera bagi pelaku dan sebagai upaya preventif agar tidak ada pelaku tindak pidana sejenis.

Kata kunci : putusan hakim, kosmetik, nilai keadilan.

Abstract 

Cosmetics are products, made from natural or chemical ingredients that are processed and used on the outside of the human body. The development of the cosmetics industry in Indonesia has been increasing every year, this has prompted the government to issue a law related to distribution permits which are regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. The distribution of cosmetics that are not accompanied by a distribution permit will go through a judicial process with a judge's decision. However, judges' decisions are often not following the value of justice for society, as Decision Number 102 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Trg regarding cosmic circulation without distribution permission. The problem raised by this research is related to the consideration of the judge's decision in the case carried out by Fitria Dian Sari and whether the judge's decision is following the value of justice for society. This normative legal research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach and uses a prescriptive analysis. The results showed that the criminal sanctions imposed by the judge were based on Decision Number 102 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Trg was considered too light, namely only 1 month and 14 days imprisonment and a fine of Rp. 3,000,000.00. It was considered too light because the defendant, besides distributing, also produced cosmetics without a distribution permit, and had enjoyed the results of his actions. The defendant's behavior unsettles and threatens the safety of the community. This lenient criminal sanction is deemed unfair for the community, especially for victims. The judges should also consider the values ​​that exist in society related to the cosmic impact without the distribution permit. The existence of an adequate sentence is expected to provide a deterrent effect on the perpetrator and as a preventive measure so that there are no perpetrators of similar crimes.
Keywords: judge’s verdict, cosmetics, justice value
PENDAHULUAN 
Pada era modern ini, kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang biasa dimiliki atau dipakai terutama bagi kaum perempuan. Adanya tuntutan untuk tampil cantik, dan keinginan untuk memenuhi standar kecantikan di masyarakat mengakibatkan perempuan selalu ingin tampil menawan dengan memakai produk-produk perawatan dan kecantikan lainnya. Pemakaian dari kosmetik sendiri juga dapat berfungsi untuk menunjang penampilan seseorang dalam hidup bermasyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengklasifikasikan kosmetik sebagai salah satu bagian dari sediaan farmasi bersama dengan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Perkembangan dari industri kosmetik ini juga meningkat setiap tahunnya, berdasarkan hasil dari survey PT Citra Cendikia Indonesia pada tahun 2016 dapat diketahui bahwa perkembangan pasar industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1

Perkembangan Pasar Industri Kosmetik di Indonesia

	Tahun
	Market (Rp. Milyar)
	Kenaikan (%)

	2010
	8,900
	-

	2011
	8,500
	-4.49

	2012
	9,760
	14.82

	2013
	11,200
	14.75

	2014
	12,847
	14.95

	2015
	13,943
	8.30

	Kenaikan Rata-rata (%/tahun)
	9,67


Sumber: cci-indonesia, 2016
Industri kosmetik di dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, sehingga saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan. Dari total tersebut, sebanyak 95% industry kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan menengah (IKM) dan sisanya industri skala besar. 
Kemajuan tekonologi juga menjadi salah satu faktor peningkatan pembelian dan pemakaian kosmetik. Era industri 4.0 merupakan waktu yang tepat untuk dilakukannya transformasi digital serta meningkatkan industri farmasi dan kosmetik. misalnya pemanfaatan teknologi dan kecerdasan digital mulai dari proses produksi dan distribusi ke tingkat konsumen melalui toko online, impor-ekspor kosmetik, serta munculnya artis-artis atau beauty influencer (Kemenperin, 2018). Peningkatan kebutuhan kosmetik mengakibatkan peningkatan inovasi industri kosmetik untuk memproduksi produk-produk terbaru dengan berbagai macam fungsi dan harga yang bervariasi. 
Bisnis kosmetik adalah bisnis yang menjanjikan karena segmen pasar yang luas, jumlah konsumen yang tinggi dan keuntungan yang lumayan, tetapi kelebihan-kelebihan tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk memasarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Produsen kosmetik saat memproduksi atau mengedarkan kosmetik harus memiliki izin edar sebagaimana diatur pada pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Sedian farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”. Namun, kenyataannya izin edar tersebut banyak yang tidak dipatuhi atau dilanggar oleh pengusaha atau perusahaan yang membuat produk kecantikan tersebut (Ruslan, 2013). 
Dilansir dari siaran pers pom.go.id, selama tahun 2018, BPOM RI mendapati ada 112 miliar rupiah kosmetik tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan dilarang (BD)/bahan berbahaya (BB) serta 22,13 miliar rupiah obat tradisional (OT) tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO). Hasil temuan ini merupakan hasil dari proses pengawasan produk di peredaran (post-market control) yang diadakan secara rutin, adanya kasus terkait kosmetik tanpa izin edar, maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail oleh BPOM RI melalui Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa hasil temuan kosmetik tersebut didominasi oleh produk-produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon dan asam retinoat. BPOM RI juga menemukan enam jenis kosmetik yang sudah ternotifikasi mengandung BD/BB yaitu pewarna dilarang (merah K3) dan logam berat (timbal). Secara umum bahan tersebut dapat menyebabkan kanker (karsinogenik), kelainan pada janin (teratogenik), dan iritasi pada kulit (Humas & DSP BPOM, 2018).

Jumlah kasus peredaaran kosmetik tanpa izin edar cukup banyak dan dapat dikatakan meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data dari catatan tahunan BPOM, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2

Temuan Kosmetik Ilegal Di Indonesia
	tahun
	Temuan (dalam miliar rupiah)

	2016
	77,9

	2017
	76,2

	2018
	164

	2019
	185,9


Sumber: catahu BPOM, 2020

Pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait kosmetik yang tidak memiliki izin edar termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 197 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
Kasus-kasus mengenai produksi dan peredaran kosmetik tanpa izin edar cukup banyak di Indonesia, salah satunya adalah kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan Nomor Putusan 102 / Pid. Sus/ 2019/ PN Trg yang dilakukan oleh terdakwa Fitria Dian Sari pada tahun 2019 di Kota Tenggarong. Dalam Putusan Nomor 102 / Pid. Sus/ 2019/ PN Trg, pelaku meracik krim yang dibuat sendiri di rumahnya. Krim yang dibuat oleh Fitira Dian Sari tidak memiliki izin edar dari BPOM sehingga tidak ada jaminan bahwa bahan-bahan yang dipakai adalah bahan yang aman, tidak berbahaya dan sesuai dengan klaim yang digaungkan bagi produknya. Krim yang diracik tersebut diberi label dan dijual dalam bentuk paket wajah, paket tubuh atau bijian dan diedarkan secara offline dan online melalui sosial media seperti Instagram dan Whatsapp. Fitria Dian Sari juga memiliki reseller dibeberapa kota, sehingga produknya kini dapat tersebar meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Setelah diketahui modus kejahatannya dan tertangkap, Fitria Dian Sari dijatuhi hukuman oleh hakim sebagaimana Putusan Nomor 102/ Pid. Sus/ 2019/ PN Trg dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari serta denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yakni pidana pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Penjatuhan sanksi pidana terkait tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dirasa terlalu ringan dibandingkan dengan sanksi pasal yang didakwakan. Kepala BPOM Dr Roy A Sparringa, M.App, Sc. menuturkan, selama 2014 ditemukan 583 kasus pelanggaran di mana 202 kasus ditindaklanjuti dengan pro-justicia dan 381 kasus lain ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif (Detik Health 2014).

"Dari 202 kasus, 14 perkara sudah mendapat putusan pengadilan. Pertanyaannya, bagaimana profil penegakan hukum ancaman pidana penyalahgunaan obat, obat tradisional, dan kosmetik?" kata Roy ditemui di Kantor BPOM, Jl Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2015). "Di dalam undang-undang, ancaman pidana untuk kasus seperti ini yaitu hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 M. Tapi putusan tertinggi sampai 2014 itu pidana penjara 2 tahun 6 bulan," lanjut Roy. Maka dari itu, ia menekankan untuk menambah efek jera, maka perlu adanya persamaan persepsi. Sebab, peraturan perundangan terkait penyalahgunaan obat, pangan, dan kosmetik menurut Roy sudah cukup berat tinggal penegakannya saja (Detik Health 2014). 

Putusan hakim yang jauh lebih ringan dibandingkan pasal yang didakwakan dipengaruhi oleh pertimbangan hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dan disertai dengan fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan, untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut KUHAP). Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan kebenaran yuridis dan kebenaran filosofis agar terciptanya keputusan yang adil dan bijaksana bagi seluruh masyarakat, serta nilai sosiologis yang menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memutus sebuah perkara harus mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, namun berdasarkan keyakinan hakim (Mulyadi, 1996).

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 102 / Pid. Sus/ 2019/ PN Trg jika dikaitkan dengan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan tujuan kedua adalah untuk memahami apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Kajian teoritik yang berkaitan dengan penelititan ini adalah kajian teoritik mengenai tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar sebagaimana diatur pada Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kosmetik dalam undang-undang tersebut termasuk dalam golongan sediaan farmasi bersama dengan obat, bahan obat dan obat tradisional. 
Putusan hakim yang sangat rendah bila dibandingkan bunyi pasal yang didakwakan menimbulkan tanda tanya apakah putusan tersebut dirasa adil bagi para pihak yang terlibat termasuk korban sehingga teori selanjutnya mengenai keadilan. Keadilan berasal dari kata adil yang menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Adil tidak menilai hal-hal secara subjektif, tetapi secara objektif tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terutama kesewenang-wenangan. 

Keadilan pada hukum berkaitan erat menggunakan kepastian hukum & ketertiban umum. Pengertian keadilan dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (value) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang (equality) dengan prosedur dan pembagiaan yang proporsional (procedural dan distributive) serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman (retributive) yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar (restorative) (Nisa, 2012). 
Nilai dan aturan adalah 2 hal yang berhubungan dan penting demi terciptanya keteraturan masyarakat. Nilai adalah ukuran, patokan, anggapan, keyakinan yang dianut orang banyak di lingkungan masyarakat tertentu tentang benar-salah, pantas-tidak pantas, luhur-hina, indah-tidak indah, baik-tidak baik, dan penting–tidak penting untuk dilakukan. Dengan demikian, hubungan antara nilai dengan norma dapat dinyatakan bahwa nilai itu merupakan sumber dari suatu norma. 

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbangnya hak dan kewajiban (Febriansyah, 2017). Nilai keadilan di masyarakat adalah nilai tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik atau buruk, benar atau salah, indah atau tidak indah, berguna atau tidak berguna, dll. Antara individu dengan individu, kelompok maupun negara memiliki kepentingan yang berbeda oleh karena itu diperlukanlah titik tengah yang bermanfaat bagi setiap pihak dan tidak merugikan bagi salah satu pihak.
Pertimbangan hakim adalah salah satu indikator paling penting untuk menentukan terciptanya nilai pada suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono), kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang terkait.  Pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak disikapi demikian, maka putusan tersebut yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004).

Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar untuk hakim agar menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim serta dibacakan dimuka persidangan. Hakikat putusan hakim itu sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim saat memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang harus hakim pertimbangkan yakni aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim yang berperan sebagai aplikator undang-undang wajib memahami undang-undang yang berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi. Hakim wajib untuk menilai apakah undang-undang yang digunakan tersebut adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, karena salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah mewujudkan keadilan. Aspek filosofis adalah aspek yang berfokus pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya perwujudan penegakan nilai keadilan serta bisa diterima  masyarakat (sudut hukum, 2016).

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang  mengkaji mengenai  pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 102 / Pid. Sus/ 2019/ PN Trg tentang peredaran kosmestik tanpa ijin edar, penulis mengkaji mengenai aspek pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana sesuai dengan fakta yang muncul pada saat proses persidangan sehingga mewujudkan keadilan bagi masyarakat luas.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mencari makna nilai yang ada di masyarakat dengan mempelajari konsep-konsep dan doktrin-doktrin terkait tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar, sedangkan pendekatan kasus berkaitan dengan putusan hakim dalam kasus tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar sebagai obyek yang dianalisis.
Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Bahan hukum sekunder antara lain literatur, RUU, artikel hukum, tesis, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan non hukum terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia yang dapat membantu penelitian ini.

Bahan hukum dikumpulkan dengan menelusuri sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian ditelaah poin-poin penting yang terkait. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan dan diseleksi kemudian disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis  preskriptif yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam suatu kasus konkret (Fajar & Ahmad, 2007).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 102/ Pid.Sus/ 2019/ Pn. Trg dikaitkan dengan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Fitria Dian Sari  (terdakwa) membuat sendiri produk kosmetik yang diberi nama Dermastell  di rumahnya Jalan Patin Kuning Gang 7 Tenggarong sejak tahun 2016. Produk yang terdakwa produksi adalah  Dermastell Bodywash (100ml), Dermastell Bodywash (250ml), Dermastell Lotion Platinum (100g), Dermastell Lotion Platinum (200g), Dermastell Lotion Premium (100g) dan Dermastell Lotion Premium (200g). Produk tersebut tidak memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara terdakwa menjual atau mendistribusikan Dermastell Lotion Platinum, Dermastell Lotion Premium dan Dermastell Bodywash melalui media sosial (Instagram) dengan nama akun fhzbeautycare dengan disertakan nomor Whatsapp admin 083152159761 dan Whatsapp admin 085820923818. Terdakwa menampilkan pricelist sehingga konsumen mengetahui harga produk sebelum memesanan. Daftar harga Dermastell lotion Platinum 200 gram Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Dermastell biasa 200 gram  Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Dermastell bodywash (sabun) 250ml Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket besar yang terdiri dari Dermastell lotion dan Dermastell sabun platinum  Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Dermastell platinum 100 gram Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), Dermastell bodywash 100ml Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) paket Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Dermastell premium 200 gram  Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dermastell premium 100 gram Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Terdakwa hingga saat itu sudah memiliki 47.800 pengikut Instagram, ± 7 (tujuh) orang reseller yang tersebar di daerah Bandung, Sidoarjo, Balikpapan, dan Bulungan. Keuntungan Terdakwa kira-kira 30% dari harga beli produk. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa atas perbuatannya dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 
Berdasarkan fakta di persidangan pada kasus ini dengan nomor putusan 102/Pid.Sus/ 2019/ Pn. Trg, dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti maka hakim bisa mempertimbangkan dan menghukum terdakwa. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimama pasal yang didakwakan yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, antara lain: 
1. Setiap orang
Setiap orang adalah setiap subjek hukum/pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada kasus ini adalah terdakwa Fitria Dian Sari.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.

Dengan sengaja disini berarti perbuatan itu telah dilakukan dan disadari atau telah ada niat dari pelaku baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat perbuatan yang akan dilakukannya. Pada kasus ini terungkap bhawa terdakwa dengan sengaja memproduksi kosmetik tanpa izin edar di rumahnya Jalan Patin Kuning Gang 7 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia juga memasarkan kosmetik hasil produksinya tersebut melalui sosial media Instagram, Whatsapp dan Shopee. Sehingga perbuatannya tersebut juga memenuhi unsur perbuatan berlanjut (voorgezette handeling).
Berdasarkan uraian tersebut, unsur-unsur pasal yang didakwakan sudah terpenuhi, antara lain yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan perbuatan yang berlanjut  (voorgezette handeling). Semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi sehingga wajar terdakwa dinyatakan bersalah. Pertimbangan yang demikian itu disebut pertimbangan yuridis dimana  unsur-unsur yuridis seperti dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal yang dilanggar telah terpenuhi. Hakim selain memberikan pertimbangan yuridis juga perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan  meringankan bagi terdakwa.

Keadaan yang memberatkan pada pertimbangan hakim disini antara lain perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain dan terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya, sedangkan keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang, sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan belum pernah dihukum. 

Hakim juga berkewajiban  mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis. Pertimbangan non yuridis sendiri adalah pertimbangan yang terdiri dari latar belakang perbuatan, akibat terdakwa serta kondisi terdakwa saat melakukan perbuatan.

Menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa Fitria Dian Sari pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ 2019/ Pn. Trg yang hanya berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 14 (empat belas) hari dan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlalu ringan dan kurang memperhatikan mengenai unsur yang memberatkan, karna berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pengadaan kosmetik tanpa izin edar, menyimpan kosmetik tanpa izin edar dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar. Perbuatan terdakwa ini dapat dikatakan perbuatan yang berlanjut (voorgezette handeling) dan terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana tersebut demi mencari keuntungan, apalagi terdakwa sudah cukup lama, yakni 3 tahun memproduksi kosmetik tanpa izin edar tersebut. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar maka tidak dapat dijamin mutu, keamanan dan kemanfaatannya, sehingga tidak boleh diedarkan, sedangkan produk yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa ini tidak memiliki izin edar.
Teori terkait tujuan pemidanaan antara lain (Zulfa, 2011):

a. Retribution

Teori ini memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi dapat dideskripsikan sebagai derita yang patut dialami pelaku, dan petugas akan dinyatakan gagal bila terpidana tidak merasakan derita.

b. Deterrence

Teori ini hampir sama dengan teori retribusi dan merukapakan teori yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Pandangan lain dari tujuan teori ini agar lebih bermanfaat dari sebatas pembalasan. Teori ini juga disebut teori efek jera, yang mana tujuan filosofisnya agar dapat merubah perilaku seseorang agar lebih baik di waktu yang akan datang.

c. Rehabilitation

Teori ini lebih berfokus pada perbaikan diri pelaku. Pelaku perbuatan pidana adalah orang yang berhak untuk ditolong, sehingga pemidanaan disini tidak dianggap sebagai pembalasan tetapi pendidikan, agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

d. Incapacitation

Teori ini merupakan teori pemidanaan yang memisahkan pelaku tindak pidana dengan masyarakat selama waktu yang ditentukan dengan tujuan perlindungan masyarakat. Kelemahan teori ini hanyalah ditujukan kepada jenis kejahatan yang membahayakan masyarakat luas seperti terorisme, perkosaan dll.

e. Resociliation

Teori ini mengakomodasi dan pemenuhan kebutuhan pelaku pidana atas kebutuhan sosialnya, sehingga bertujuan untuk memasyarakatkan pelaku dengan cara mendekatkan pelaku dengan masyarakat secara umum.

f. Reparasi, restitusi, kompensasi

Teori ini berfokus dan menitikberatkan bahwa bagian terpenting dari pemidanaan adalah korban.

g. Teori integrative
Teori ini merupakan teori gabungan yang bertujuan sebagai pembalasan yang adil, namun pemidanaan juga mempunyai berbagai pengaruh seperti pencegahan, penjeraan dan perbaikan yang rusak dalam masyarakat.

Terkait sanksi pada tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan teori integrative, maka sanksi tersebut tidak dapat mewujudkan tujuan pemidanaan. Fungsi sanksi pidana tidak hanya sebagai pembalasan tetapi juga pencegahan, dan penjeraan, pelindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan anti kerugian. Perbedaan putusan sanksi yang sangat jauh lebih ringan dari pasal yang didakwakan memiliki efek yang dirasa belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana sejenis karna sanksi ringan tersebut tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat.
Kesesuaian Putusan Nomor 102/Pid.Sus/Pn/Trg tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik tanpa Izin Edar dengan Nilai Keadilan yang hidup di Masyarakat
Hakim dalam menjatuhkan putusan alangkah baiknya jika memperhatikan beberapa unsur mengenai bagaimana Putusan hakim yang baik, antara lain (Atiqah, n.d.) :
1. Putusan hakim itu menggambarkan proses kehidupan sosial masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim adalah perwujudan dari hukum yang ada dan diterapkan untuk setiap individu, kelompok maupun negara.
3. Putusan hakim adalah wujud pelaksanaan dari peraturan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim adalah gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.

5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim seharusnya menyelesaikan konflik dan tidak menimbulkan konflik baru bagi pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat luas pada umumnya.
Sehingga putusan hakim tersebut akan mencerminkan tujuan dari hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Awal mula dari UU Kehakiman ini adalah UU Nomor 14 Tahun 1970 yang awalanya pasal tersebut termuat dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi ‘hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut dalam penjelasannya menjelaskan :
“Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.
Aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang termuat dalam aturan formal, namun masih banyak pihak yang kurang puas dengan penegakan hukum ini termasuk pada penegakan hukum kasus kosmetik tanpa izin edar. Hal inilah yang menjadi permasalahan, yaitu nilai keadilan tidak dapat terwujud, terutama nilai keadilan sosial. 
Aristoteles membedakan keadilan sebagai keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut agar setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil yang ada dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Sebaliknya keadilan komutatif membahas mengenai hal-hal penentuan hak yang adil di antara beberapa individu yang setara, baik diantara individu pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hal ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut menggunakan para anggotanya, akan tetapi interaksi antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia lainnya, maka penentuan hak yang adil pada hubungan ini masuk pada pengertian keadilan komutatif (Johan Nasution, 2014). Dari pengertian adil menurut Aristoteles di atas, kita dapat mengetahui bahwa keadilan distributif berhubungan dengan hukum negara dan keadilan komutatif berhubungan dengan hukum perdata dan hukum pidana karena mengatur individu.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, alangkah baiknya mempertimbangkan mengenai latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa saat melakukan perbuatan. Hal-hal yang memberatkan atau meringankan menjadi salah satu faktor penentu besar ringannya hukuman bagi terdakwa. Pertimbangan hakim pada putusan ini terkait hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, serta terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya, yang mana seharusnya dengan pertimbangan yang memberatkan tersebut, sanksi bagi terdakwa bisa ditingkatkan lagi mengingat kosmetik yang diedarkan oleh terdakwa Fitria Dian Sari jelas terbukti tidak memiliki izin edar. Hakim selain memperhatikan aspek yuridis, yakni terpenuhinya unsur-unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, juga harus memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis. Aspek filosofis adalah aspek yang berfokus pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Pertimbangan ketiga aspek tersebut diperlukan untuk mewujudkan nilai keadilan serta bisa diterima  masyarakat.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 102/ Pid.Sus/ PN Trg, bahwa penjatuhan sanksi pada putusan tersebut dirasa kurang efektif, dimana putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 14 (empat belas) hari dan denda Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) jauh berbeda dengan sanksi dalam pasal yang didakwakan yakni pidana penjara selama 15 tahun dan denda senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Alangkah baiknya bila hakim tidak semata-mata menjatuhkan suatu putusan sebelum ditelisik lebih dalam, karna perbuatan pelaku tersebut tentunya meresahkan masyarakat. Korban dari pelaku tidak hanya 1 atau 2 orang tetapi cukup banyak dan meluas. Hakim harus memberikan penilaian atau pertimbangan yang dapat mencerminkan nilai keadilan masyarakat, karena putusan hakimlah yang akan menunjukkan hukum yang sebenarnya karena berhadapan langsung dengan masyarakat. 
Keadaan ini seringkali terjadi karena hakim belum memiliki pemahaman yang sama dan mendalam mengenai ancaman produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar bahkan banyak pelaku yang sudah ditangkap tapi dengan mudahnya lepas dari jeratan hukum karena jumlah sanksi pidana yang rendah. Perbedaan putusan sanksi yang sangat jauh lebih ringan dari pasal yang didakwakan memiliki efek yang dirasa belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak dapat digunakan sebagai upaya preventif dan represif dari tindak pidana kosmetik tanpa izin edar ini. 
Pelaku tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar bukanlah pelaku tindak pidana ringan melainkan tindak pidana khusus di bidang kesehatan. Sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, kerugian bagi korban dan dampak bagi masyarakat. Perbuatan tersebut selain melanggar undang-undang juga meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harusnya berpatok pada nilai keadilan di masyarakat karena masyarakat adalah objek dari tindak pidana tersebut. Nilai keadilan di masyarakat akan terwujud jika adanya keseimbangan kepentingan, ketidak berpihakan, bagi setiap pihak dan tidak merugikan bagi pihak yang lain. 

Korban dari tindak pidana ini tidak hanya terbatas kepada pengguna kosmetik yang diedarkannya, tetapi juga masyarakat umum secara luas. Dampak-dampak yang meluas dan berkepanjangan dari tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar seharusnya bisa menjadi dasar diperlukannya putusan yang tidak berfokus pada pelaku dengan penjatuhan sanksi yang ringan tetapi juga korban dan masyarakat, sehingga pelaku harus dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat mengupayakan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkannya agar terwujudnya keadilan bagi masyarakat. 
PENUTUP
Simpulan
1. Sanksi yang dijatuhkan pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/Pn. Trg berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 14 (empat belas) hari dan denda Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dirasa kurang tepat mengingat sanksi yang didakwakan pada Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah ancaman pidana 15 (lima belas) tahun dan denda RP 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sanksi tersebut terlalu ringan mengingat teori tentang tujuan pemidanaan adalah pembalasan, pencegahan, dan penjeraan, pelindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan anti kerugian akan sulit terwujud.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpegangan pada UU Kekuasaan kehakiman dimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus menggali nilai-nilai di masyarakat, sedangkan putusan hakim dengan sanksi pidana ringan tersebut tidak dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Korban dari tindak pidana ini tidak hanya terbatas kepada pengguna kosmetik yang diedarkannya, tetapi juga masyarakat umum secara luas. Dampak-dampak yang meluas dan berkepanjangan dari tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar seharusnya bisa menjadi dasar diperlukannya putusan yang tidak berfokus pada pelaku dengan penjatuhan sanksi yang ringan, tetapi juga korban dan masyarakat sehingga pelaku harus dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat mengupayakan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkannya agar terwujudnya keadilan bagi masyarakat.
Saran

1. Bagi hakim, diharapkan dalam menjatuhkan sanksi pidana dapat mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis serta menggali nilai-nilai di masyarakt sehingga terciptanya hukum yang adil dan berkemanusiaan. 

2. BPOM diharapkan lebih ketat dalam pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar 

3. Masyarakat diharapkan lebih waspada dengan kosmetik yang bererdar dan membeli kosmetik yang berizin edar. 
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